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Indonesia Transfer Pricing Alert 

Indonesia merilis penjelasan lebih lanjut tentang proses 
Advance Pricing Agreement (APA) yang mencakup 
pertimbangan khusus bagi perusahaan terdampak oleh 
pandemi COVID-19 
 
Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) telah menerbitkan penjelasan tambahan sebagai 
tindak lanjut peraturan Advance Pricing Agreement (“APA”) yang baru-baru ini 
diterbitkan1 (lihat Transfer Pricing Alert – April 2020). Penjelasan tersebut diterbitkan 
dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2020 tentang 
Prosedur Penyelesaian Permohonan, Penerapan dan Evaluasi APA (“PER-17”). Efektif 
sejak tanggal 17 September 2020, PER-17 mencabut dan menggantikan peraturan 
APA sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2010, yaitu Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010. 
 
Alert ini merangkum beberapa hal penting atas klarifikasi lanjutan yang tercantum 
dalam PER-17.  

                                                                 
1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 (“PMK-22”). 
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Pertimbangan khusus bagi perusahaan yang terdampak negatif 
oleh pandemi COVID-19 
 
PER-17 memberikan klarifikasi tambahan bagi wajib pajak yang usahanya terdampak 
negatif oleh pandemi COVID-19 dan ingin mengajukan permohonan APA. Peraturan 
ini mengharapkan wajib pajak dapat memberikan penjelasan bagaimana dan sejauh 
mana akun Laba & Rugi/Profit & Loss (“P&L”) perusahaan terdampak oleh pandemi 
ini, dan pada intinya, rekonsiliasi dampak yang ditimbulkan tersebut dengan proyeksi 
keuangan. 
 
PER-17 mewajibkan wajib pajak yang terdampak oleh pandemi untuk menyajikan 
proyeksi P&L selama periode yang tercakup APA, serta data keuangan proyeksi yang 
disesuaikan (adjusted) agar selaras dengan kondisi normal. Dengan format yang telah 
ditentukan, peraturan ini mewajibkan hal di bawah ini untuk disampaikan pada 
kondisi tersebut: 

 Penyajian proyeksi keuangan dan nilai yang disesuaikan secara berdampingan; 

 Memberikan penjelasan atas penyesuaian yang dilakukan pada tiap tingkat, 
misalnya pendapatan, biaya pokok penjualan, biaya operasi, dan 
pendapatan/biaya lainnya, sesuai yang diterapkan.  

 
Pada intinya, informasi di atas mewajibkan wajib pajak untuk memisahkan dampak 
pandemi dari hasil keuangan yang diproyeksikan. Namun, peraturan ini tidak 
menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis penyesuaian yang dapat diterima. Meskipun 
penyesuaian tersebut umumnya mencakup penyesuaian yang lazim dilaksanakan 
seperti penyesuaian tingkat kapasitas, modal kerja, kerugian karena fluktuasi valuta 
asing, lockdown dan biaya luar biasa lainnya; akan menarik untuk dicermati apabila 
penyesuaian statistik/ekonometrik yang lebih rumit turut dipertimbangkan.  
 

Pedoman lanjutan terkait persyaratan kelayakan pengajuan 
permohonan APA 
 
PMK-22 menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak 
agar dianggap layak untuk mengajukan permohonan APA. Salah satu syarat utama 
adalah bahwa penentuan harga transfer yang diusulkan oleh wajib pajak harus 
didasarkan pada Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha/Arm’s Length Principle 
(“ALP”) dan tidak mengakibatkan profitabilitas yang dihasilkan wajib pajak menjadi 
lebih kecil daripada laba selama 3 (tiga) tahun pajak sebelumnya sebagaimana yang 
telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 
(“SPT”). 
 
PER-17 kini memberikan penjelasan bahwa persyaratan di atas dapat terpenuhi 
dengan merujuk pada tingkat laba paling rendah selama 3 (tiga) tahun pajak 
sebelumnya. Dengan kata lain, laba terendah di antara 3 (tiga) tahun sebelumnya 
dianggap sebagai batas tingkat profitabilitas minimum sehingga profitabilitas yang 
lebih rendah dari batas tersebut tidak dapat diajukan permohonan APA.  
 
Lebih lanjut, PER-17 menjelaskan bahwa bagi wajib pajak yang usahanya terdampak 
negatif oleh pandemi, persyaratan di atas akan dipastikan dengan merujuk kepada 
tingkat laba ‘yang disesuaikan’ dalam proyeksi keuangan agar selaras dengan kondisi 
normal. Dengan kata lain, selama tingkat laba terendah ‘yang disesuaikan’ dalam 
proyeksi keuangan selama periode APA lebih besar atau sama dengan tingkat laba 
terendah yang dilaporkan dalam SPT 3 (tiga) tahun pajak sebelumnya, maka 
persyaratan ini dianggap telah terpenuhi. 
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PER-17 menjelaskan lebih lanjut bahwa ‘tingkat laba’ untuk tujuan persyaratan 
penerapan peraturan ini adalah rasio laba operasi terhadap pendapatan (marjin 
operasi) atau laba operasi terhadap biaya (rasio net cost plus). 
 

Hal penting lainnya 
 

 PER-17 memperkenalkan Komite Pembahas yang akan dibentuk untuk 
menentukan permasalahan penting tertentu seperti ruang lingkup negosiasi 
APA, posisi negosiasi, pembatalan APA, dsb. 
 

 DJP dapat melaksanakan evaluasi atas kesepakatan APA untuk memastikan 
kepatuhan pelaksanaan APA dan peninjauan kembali APA di kemudian hari jika 
terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi transaksi afiliasi dari asumsi 
kritis yang disepakati dalam APA.  
 

 Berdasarkan hasil evaluasi, jika terdapat indikasi bahwa wajib pajak telah 
menyampaikan informasi yang tidak benar dan/atau bukti yang tidak konsisten 
dengan kondisi aktual, dan/atau tidak menyampaikan informasi, bukti, atau 
penjelasan yang dapat berdampak pada kesepakatan APA, DJP akan 
menerbitkan pernyataan tertulis untuk meminta penjelasan. Jika penjelasan 
tersebut tidak disampaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, maka DJP 
akan membatalkan kesepakatan dalam APA melalui penerbitan surat keputusan. 
Surat keputusan tersebut akan diterbitkan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja 
setelah menerima tanggapan tertulis dari wajib pajak atau setelah tenggat waktu 
penyampaian penjelasan wajib pajak telah terlewati. 
 

 PER-17 memungkinkan pencabutan permohonan APA oleh wajib pajak. Dalam 
hal pencabutan berkaitan dengan permohonan APA bilateral,  
DJP dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan 
permohonan perundingan APA unilateral. 
 
Wajib pajak diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk mengajukan 
permohonan perundingan APA unilateral terhitung sejak tanggal pemberitahuan 
tertulis dari DJP yang mengkonfirmasi penghentian proses APA bilateral. Dalam 
kasus tersebut, PER-17 memberikan batas waktu 6 bulan untuk perundingan 
APA unilateral jika perundingan tersebut pernah dilakukan dalam proses APA 
bilateral; dan jangka waktu 12 bulan jika perundingan tersebut belum pernah 
dimulai dalam proses APA bilateral. 

 

  

PER-17 memberikan 
penjelasan tambahan 
terkait aspek prosedural. 



Indonesia Transfer Pricing Alert | November 2020 

 

04 

 

Komentar kami 
 
PER-17 memberikan penjelasan yang sangat dibutuhkan tentang persyaratan 
kelayakan APA oleh DJP dalam praktiknya. Penjelasan tambahan terkait perusahaan 
yang terdampak negatif oleh pandemi COVID-19 juga akan memberikan kepastian 
yang lebih baik bagi wajib pajak terkait hal yang dapat diharapkan dari perundingan 
APA berikut penjelasan/bukti pendukung yang diperlukan dalam perundingan 
tersebut. 
 
Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik dalam peraturan PER-17 ini, wajib pajak 
yang memiliki perjanjian APA yang telah ditandatangani disarankan untuk 
mengajukan permohonan peninjauan kembali APA sesuai PMK-22 apabila terdapat 
perubahan material atas fakta dan kondisi transaksi afiliasi yang disebabkan oleh 
pandemi COVID-19 dari asumsi kritis yang disepakati dalam APA. 
 
Sementara pandemi dan disrupsi ekonomi masih berlanjut, penting bagi perusahaan 
untuk meninjau hasil penentuan harga transfer secara berkala dan 
mempertimbangkan opsi penyelesaian sengketa pajak, termasuk APA yang kini telah 
memberikan kejelasan yang ditunggu oleh banyak perusahaan. 
 
 
 

***
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